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ABSTRACT

Environmental cleanliness plays an important role in supporting CONTACT

sustainable tourism, as it affects destination perception, tourist
satisfaction, and environmental sustainability, especially in tourist areas
that are directly adjacent to local communities. This study aims to
examine the role of the Palangka Raya City Tourism Office in
managing environmental cleanliness in the Kereng Bangkirai Tourism
Village as part of efforts to realize sustainable tourism. The results of
the observation show that cleanliness management differs between the
front area and the inner part of the tourist area. It also shows that inter-
agency coordination and community participation are not yet optimal.
This study conducted descriptive qualitative research using interviews,
observation, and documentation. The results show that the toutism
sector is responsible for acting as a regulator, dynamizer, facilitator,
and motivator in environmental cleanliness management. However, its
implementation has not been fully optimal due to low collective
awareness in some communities, inconsistent participation of the
Tourism Awareness Group (Pokdarwis), and a lack of cross-sector
coordination. Supporting factors include policy support and the
availability of sanitation facilities, while inhibiting factors include
limited resources and a lack of coordination among stakeholders.

ABSTRAK

Kebersihan lingkungan memegang peran penting dalam mendukung
pariwisata berkelanjutan, karena memengaruhi persepsi destinasi,
kepuasan wisatawan, dan keberlanjutan lingkungan, terutama di daerah
wisata yang berdampingan langsung dengan permukiman masyarakat
lokal. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran Dinas Pariwisata Kota
Palangka Raya dalam pengelolaan kebersihan lingkungan di Kampung
Wisata Kereng Bangkirai sebagai bagian dari upaya mewujudkan
pariwisata berkelanjutan. Hasil observasi menunjukkan bahwa
pengelolaan kebersihan berbeda antara area depan dan bagian dalam
kawasan wisata. Ini juga menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi
dan partisipasi masyarakat belum optimal. Penelitian ini melakukan
penelitian  kualitatif ~deskriptif dengan menggunakan metode
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa sektor patriwisata bertanggung jawab untuk berperan sebagai
regulator, dinamisator, fasilitator, dan motivator dalam pengelolaan
kebersihan lingkungan. Namun demikian, pelaksanaannya belum
sepenuhnya optimal karena kesadaran kolektif yang rendah di beberapa
komunitas, partisipasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang
belum konsisten, dan kurangnya koordinasi lintas sektor. Di antara
faktor yang mendukung adalah dukungan kebijakan dan ketersediaan
sarana kebersihan, sedangkan faktor yang menghambat adalah
keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi antar pemangku
kepentingan.
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INTRODUCTION

Kebersihan lingkungan menjadi salah satu indikator utama yang menunjukkan kualitas sebuah
tempat wisata, sekaligus mencerminkan seberapa baik pengelolaan pariwisata di suatu daerah.
Pengelolaan kebersihan yang tidak baik tidak hanya membuat pengunjung kecewa, tetapi juga
berpotensi merusak daya tarik tempat wisata secara berkelanjutan dalam waktu yang lama (Sana,
2025). Di dalam pariwisata berkelanjutan, pemerintah daerah memiliki peran penting sebagai
pengatur dan penyelenggara yang bertugas memastikan lingkungan di kawasan wisata tetap terjaga
dengan baik. Peran ini tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan dari komunitas setempat dan para
pihak terkait, karena kelangsungan hidup destinasi wisata sangat bergantung pada tingkat kerja

sama dan koordinasi yang baik antar berbagai pihak (Musleh, 2023).

Kampung Wisata Kereng Bangkirai, yang terletak di Taman Nasional Sebangau Kota Palangka
Raya Kalimantan Tengah merupakan tempat wisata ekowisata yang berbasis ekosistem rawa
gambut dan memiliki keunikan berupa wisata air hitam yang memiliki nilai ekologis yang sangat
tinggi. Secara area, terdapat perbedaan kondisi yang cukup jelas. Area di dekat pintu masuk, yang
merupakan ikon sekaligus titik pertama yang dilihat pengunjung permukiman dan berbatasan
langsung dengan permukiman warga terlihat kurang rapi dan kumuh, sedangkan area di dalam
kawasan wisata setelah melewati loket tiket dinilai lebih bersih oleh para pengunjung. Perbedaan
kondisi di antara dua area ini tidak hanya berkaitan dengan aspek kebersihan secara teknis, tetapi
juga mencerminkan isu yang lebih serius, yaitu ketidakjelasan dalam menentukan batas wewenang
dan bagaimana tugas-tugas pengelolaan lingkungan di kawasan wisata dibagi antar pihak

(Sabaruddin et al., 2024).

Dinas Pariwisata Kota Palangka Raya, bersama Dinas Perhubungan dan Kelompok Sadar
Wisata (Pokdarwis), adalah pihak utama yang secara resmi bertugas mengkoordinasikan dan
pembinaan pengembangan di Kampung Wisata Kereng Bangkirai. Namun, dalam pelaksanaannya
terjadi dinamika berupa perbedaan pendapat dan ketegangan antara pihak dinas dan Pokdarwis,

terutama selama masa transisi kepemimpinan karena masih menunggu penetapan ketua yang baru.

Kondisi tersebut memengaruhi kurangnya optimalnya kerjasama dan pembagian tugas dalam
mengelola kebersihan antara area permukiman dan area wisata. Hal ini menunjukkan bahwa
konsistensi dalam kepemimpinan dan kejelasan struktur organisasi juga berdampak pada
keberhasilan pengelolaan wilayah wisata. Terkait dengan batasan tanggung jawab dalam hal
kebersihan antara area permukiman dan area wisata, serta ketergantungan masyarakat yang terlalu

besar terhadap pemerintah dalam urusan membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal mereka.
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Kondisi ini mencerminkan adanya ketegangan, konflik, dan perbedaan dalam penyelenggaraan

peran kelembagaan (Rakhmi et al., 2023).

Berbagai penelitian sebelumnya sudah membahas tentang pengelolaan pariwisata dan peran
lembaga kelembagaan, tetapi masih ada hal-hal yang belum tercakup dan perlu diteliti lebih lanjut
oleh penelitian ini. Dalam (Harsiana et al., 2021) ditemukan bahwa kemampuan Dinas Pariwisata
dalam mengelola destinasi wisata masih terbatas karena kurangnya kerja sama antar bidang serta
keterbatasan sumber daya yang dimiliki, meskipun penelitiannya tidak secara jelas menggunakan
teori Peran sebagai kerangka acuan. Adapun dalam (Setiawan, 2022) menunjukkan bahwa
efektivitas kegiatan Pokdarwis sangat tergantung pada bantuan dari instansi terkait, termasuk dalam
penyediaan fasilitas kebersihan, meskipun keduanya tidak menganalisis secara mendalam dinamika
hambatan dalam peran kelembagaan. Penelitian tentang pengelolaan sampah di jalur pendakian
Sembalun menunjukkan bahwa beberapa program kebersihan belum bisa menyelesaikan masalah
sampah dengan baik, meskipun menjaga kebersihan adalah bagian penting dari pariwisata yang

berkelanjutan.

Namun, penelitian yang telah disebutkan diatas hanya menyoroti peran pengelola taman
nasional dan belum menganalisis peran Dinas Pariwisata dari sudut pandang Teori Peran
(Ramadhani et al., 2025). Dari hasil peninjauan tersebut, terlihat ada celah dalam penelitian yaitu
belum adanya penelitian yang secara khusus menggunakan Teori Peran untuk menganalisis
hambatan dalam pengelolaan kebersihan destinasi wisata oleh Dinas Pariwisata, terutama di area
ckowisata berbasis gambut di Kalimantan Tengah.

Penelitian ini menggunakan Teori Peran (Role Theory) sebagai dasar utama untuk
menganalisis. Teori ini menyatakan bahwa setiap lembaga memiliki posisi tertentu dalam
masyarakat dan diharapkan melakukan tugas sesuai dengan peran yang sesuai dengan
posisinya(Fiani & Marzaniar, 2025; Nurjaman et al., 2025). Hambatan dalam pelaksanaan Teori
Peran memunculkan fenomena ketegangan peran (Role Strain), Konflik Peran (Role Conflict), dan
Kesenjangan Harapan Peran (Role Expectation Gap) yang memengaruhi efektivitas kinerja

lembaga (Sutanto & Subagyo, 2025).

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga hal, yaitu penelitian ini menggunakan semua aspek
dalam Teori Peran secara menyeluruh untuk menganalisis cara mengelola kebersihan destinasi
wisata. Kemudian penelitian ini melihat perbedaan kondisi kebersihan antara area yang berdekatan
langsung dengan permukiman warga dan area utama wisata setelah gerbang masuk, yang
menunjukkan adanya perbedaan dalam pengelolaan di dalam satu wilayah yang sama. Selanjutnya

penelitian ini membuat peta yang terstruktur mengenai hambatan yang terkait dengan lembaga-
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lembaga, sehingga bisa digunakan sebagai acuan atau contoh dalam mengevaluasi dinas pariwisata

di daerah lain.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan penelitian: (1)
Bagaimana peran Dinas Pariwisata dalam pengelolaan kebersihan lingkungan di Kampung Wisata
Kereng Bangkirai Kota Palangka Raya? dan (2) Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat
yang memengaruhi pelaksanaan pengelolaan kebersihan lingkungan di kawasan Kampung Wisata

Kereng Bangkirair.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Pariwisata dan mencari faktor-faktor
yang pendukung serta penghambat dalam pengelolaan kebersihan di Kampung Wisata Kereng
Bangkirai. Analisis ini dilakukan dengan menerapkan Teori Peran, sehingga bisa menghasilkan
rekomendasi yang jelas dan dapat diterapkan untuk memperkuat kelembagaan, sehingga mampu

mendukung pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan di Kota Palangka Raya.
METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam
cara pengelolaan kebersihan di area Kereng Bangkirai. Data dikumpulkan dengan cara wawancara
semi-terstruktur(Ahyar et al., 2020; Haris Herdiansyah, 2015), observasi(Fiani & Marzaniar, 2024,
Haris Herdiansyah, 2015), dan peneliti juga melakukan dokumentasi(Haris Herdiansyah, 2015)
terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan sebagai bahan data tambahan untuk memperkuat

temuan penelitian.

Wawancara semi-terstruktur dipilih  karena memungkinkan narasumber menjelaskan
pengalaman, strategi, serta hambatan yang mereka hadapi secara lebih terbuka dan sesuai dengan
situasi di lapangan. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di unit Dinas
Pariwisata Kota Palangka Raya, perwakilan dari Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya yang
bertugas di area wisata, serta pengurus Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang secara langsung

terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan kebersihan di tempat wisata tersebut.

Observasi di lapangan dilakukan agar bisa melihat langsung kondisi kebersihan di area depan
dan bagian dalam kawasan wisata, sechingga informasi dari wawancara dapat didukung dengan
bukti-bukti nyata yang sesuai dengan situasi di lapangan. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk
mengumpulkan panduan kerja, kebijakan mengenai kebersihan, serta catatan kegiatan yang terkait
sebagai acuan dalam membandingkan hasil wawancara dan pengamatan. Dengan demikian, melalui
metode wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan gambaran yang lengkap mengenai sistem pengelolaan kebersihan di kawasan wisata
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Kereng Bangkirai serta dinamika kerja sama antar pihak yang terlibat dalam mendukung

pengelolaan destinasi wisata secara berkelanjutan.
RESULTS

Penelitian ini menemukan bahwa Dinas Pariwisata Kota Palangka Raya secara formal telah
menjalankan keempat fungsi pokok peran pemerintah dalam pengelolaan kebersihan lingkungan
di Kampung Wisata Kereng Bangkirai, yaitu sebagai regulator, fasilitator, dinamisator, dan
motivator (Mutmainnah, 2023). Namun, tingkat pelaksanaan masing-masing fungsi berbeda-beda

dan beberapa di antaranya belum berjalan secara optimal.

Sebagai regulator, dinas telah menyusun aturan, membagi tanggung jawab, serta melakukan
pengawasan terhadap pengelolaan kawasan wisata, termasuk menetapkan standar kebersihan,
mengatur penempatan tempat sampah, dan menetapkan batas kewenangan antara kawasan wisata
dan area permukiman. Meski demikian, pelaksanaan fungsi ini belum sepenuhnya optimal,
tercermin dari masih adanya kesenjangan kondisi kebersihan antara area depan yang berdekatan
dengan permukiman warga dan area utama wisata setelah pintu masuk. Regulasi dan pembagian
kewenangan yang ada belum dipahami atau dijalankan secara konsisten oleh seluruh pihak,
sementara koordinasi antar instansi masih perlu diperkuat agar implementasi kebijakan kebersihan

dapat berjalan lebih efektif (Rustiana et al., 2024).

Sebagai fasilitator, dinas menyediakan sarana dan prasarana kebersihan berupa tempat sampah
di beberapa titik kawasan, memberikan pembinaan kepada pengelola wisata, serta mendorong
partisipasi Pokdarwis dan masyarakat. Namun fungsi ini menghadapi kendala berupa keterbatasan

sumber daya dan belum konsistennya keterlibatan Pokdarwis maupun warga sekitar.

Kegiatan kebersihan masih sangat bergantung pada inisiatif pemerintah daerah, sementara
kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan wisata belum merata.
Suprapto et al. (2023) menegaskan bahwa penyediaan fasilitas kebersthan merupakan fondasi dasar
pengelolaan destinasi yang berkaitan langsung dengan kenyamanan pengunjung, sehingga

keterbatasan ini berdampak nyata terhadap kualitas kawasan secara keseluruhan.

Sebagai dinamisator, dinas aktif menjalin sinergi lintas sektor dengan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya
untuk memastikan pengelolaan destinasi berjalan secara terintegrasi. Wujud konkret fungsi ini
antara lain pelaksanaan Gerakan Aksi Sapta Pesona bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Kalteng serta masyarakat lokal (Trisnawati, 2022), yang bertujuan menanamkan nilai-nilai

kebersihan, keindahan, dan keramahan sebagai daya tarik wisata. Walaupun kolaborasi ini masih
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menghadapi tantangan karena keterlibatan masyarakat berbasis inisiatif lokal belum sepenuhnya

terbentuk secara mandiri dan berkelanjutan.

Sebagai motivator, dinas mendorong partisipasi masyarakat melalui penguatan nilai-nilai Sapta
Pesona, pemberdayaan Pokdarwis, dan penyelenggaraan kegiatan bersama. Gerakan Aksi Sapta
Pesona pada Oktober 2022 yang melibatkan 250 orang dari berbagai komponen masyarakat
menjadi salah satu contoh nyata dari fungsi ini (Trisnawati, 2022). Selain itu, inisiatif sosialisasi
pengolahan sampah plastik menjadi ecobrick di Dermaga Kereng Bangkirai juga dilaksanakan
bersama warga lokal dan akademisi (Sari et al., 2024). Namun, program sosialisasi yang ada belum
diperbarui secara rutin sehingga pengaruhnya terhadap perubahan perilaku masyarakat masih
terbatas. Sebagian warga masih cenderung bergantung sepenuhnya pada dinas dalam hal
kebersihan lingkungan, sehingga diperlukan perluasan upaya motivasi melalui media sosial dan

penyelenggaraan event wisata yang lebih atraktif.

Pelaksanaan keempat fungsi peran tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung dan
penghambat. Di sisi pendukung, terdapat struktur pengelolaan yang telah terbentuk dengan
karyawan yang secara khusus dialokasikan untuk urusan kebersihan, fasilitas fisik berupa tempat
sampah dan peralatan kerja yang disediakan dinas (Galante & Pramitasari, 2023), kerja sama resmi
antar sektor yang telah terjalin sejak 2018, serta potensi alam dan budaya lokal yang kuat sebagai
modal dasar pariwisata berkelanjutan berbasis komunitas (Tjilen et al., 2023).

Di sisi penghambat, terdapat lima faktor utama yang saling berkaitan. Pertama, keterlambatan
pembayaran gaji petugas kebersihan selama lebih dari dua bulan akibat perubahan sistem
penggajian, yang berdampak langsung pada motivasi kerja dan intensitas kegiatan kebersihan.
Kedua, konflik kelembagaan antara dinas dan Pokdarwis yang diperparah oleh masa transisi
kepemimpinan, sehingga menghambat komunikasi dan koordinasi yang efektif. Ketiga, rendahnya
kesadaran dan partisipasi sebagian masyarakat yang masih bergantung sepenuhnya pada dinas,
padahal kebersihan permukiman yang menyatu dengan kawasan wisata turut memengaruhi

persepsi pengunjung.

Keempat, pencemaran perairan dari limbah perkotaan yang bersumber dari luar kawasan wisata
dan memerlukan koordinasi lintas wilayah serta lintas sektor untuk penanganannya (Sadilla et al.,
2025). Kelima, lemahnya koordinasi lintas instansi yang menyebabkan penyelesaian masalah

sektoral seperti pencemaran sungai dan tata kelola kawasan menjadi terhambat.
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DISCUSSIONS

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata Kota Palangka Raya telah
menjalankan keempat fungsi peran pemerintah regulator, fasilitator, dinamisator, dan motivator
dalam pengelolaan kebersihan lingkungan di Kampung Wisata Kereng Bangkirai, meskipun
dengan tingkat efektivitas yang berbeda-beda. Dengan mengacu pada teori peran pemerintah
(Mutmainnah, 2023) dan fenomena disfungsi peran (Subagyo et al., 2025), diskusi ini menelaah apa

yang telah berhasil dilaksanakan sekaligus mengapa efektivitas penuh masih belum tercapai.

Di antara keempat fungsi tersebut, fungsi fasilitator terbukti paling konsisten berjalan, yang
ditunjukkan oleh tersedianya infrastruktur kebersihan fisik dan sistem pengangkutan sampah
harian meskipun beroperasi dalam kondisi terbatas. Hal ini sejalan dengan (Suprapto et al., 2023)
yang menyatakan bahwa penyediaan fasilitas kebersihan merupakan fondasi dasar pengelolaan
destinasi yang berkaitan langsung dengan kenyamanan pengunjung. Sebaliknya, fungsi regulator

hanya berjalan secara parsial.

Keberadaan Kepala Bagian Kebersihan memang menandakan adanya mekanisme pengawasan
institusional, namun efektivitasnya terganggu oleh kelemahan administratif internal kondisi yang
sesual dengan temuan (Rustiana et al, 2024) yang mengidentifikasi lemahnya regulasi dan
koordinasi antar instansi sebagai hambatan struktural utama dalam pengelolaan kebersihan
kawasan wisata. Adapun fungsi dinamisator dan motivator menjadi dimensi yang paling lemah

dalam implementasi.

Tidak adanya program sosialisasi yang berkelanjutan serta terhambatnya koordinasi dengan
Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) mengindikasikan bahwa dinas belum optimal dalam
menggerakkan ekosistem sosial pendukung destinasi. Penelitian (Aspri et al., 2024) menemukan
bahwa edukasi lingkungan yang konsisten dan keterlibatan komunitas lokal terbukti meningkatkan
kesadaran warga dalam menjaga kebersihan kawasan wisata, sehingga mengabaikan kedua fungsi

ini membawa dampak yang signifikan.

Untuk menjelaskan mengapa peran-peran tersebut belum berjalan secara optimal, penelitian ini
menerapkan tiga fenomena disfungsi peran yang diidentifikasi oleh (Subagyo et al., 2025), yaitu
Ketegangan Peran, Konflik Peran, dan Kesenjangan Harapan Peran ketiganya ditemukan terjadi
secara bersamaan dan saling memperkuat satu sama lain di Kereng Bangkirai. Ketegangan Peran
muncul karena Dinas Pariwisata dituntut untuk memenuhi empat tuntutan peran secara simultan
mulai dari penegakan regulasi hingga motivasi masyarakat di tengah keterbatasan anggaran yang

serius.
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Manifestasi paling nyata dari tekanan ini adalah keterlambatan pembayaran gaji petugas
kebersihan selama dua bulan, yang memicu penurunan berantai, berkurangnya intensitas kerja
lapangan, menurunnya kebersihan kawasan, berkurangnya kenyamanan pengunjung, menurunnya
jumlah kunjungan wisata, hingga pada akhirnya berdampak pada penurunan pendapatan pelaku

usaha lokal.

Konflik Peran muncul dari gesekan antara Dinas Pariwisata dan Pokdarwis yang berakar pada
perbedaan pandangan dalam tata kelola kawasan, yang diperparah oleh masa transisi
kepemimpinan dalam kelompok masyarakat tersebut. Ketegangan institusional ini menciptakan
hambatan komunikasi yang serius dan mengganggu upaya pengelolaan secara terkoordinasi.
Kesenjangan Harapan Peran beroperasi secara dua arah, masyarakat mengharapkan dinas
menangani seluruh persoalan kebersihan termasuk di lingkungan permukiman warga sementara
dinas mengharapkan partisipasi aktif masyarakat sebagai bagian dari ekosistem wisata. Tanpa
jembatan komunikasi yang efektif, ketidakselarasan yang saling timbal balik ini akan terus
melanggengkan ketidakefektifan tata kelola. Temuan ini selaras dengan (Dedi Suselo et al., 2025)
yang mengidentifikasi ketergantungan masyarakat terhadap pengelola eksternal sebagai hambatan

utama dalam menjaga kebersihan kawasan wisata pesisir.

Secara keseluruhan, temuan-temuan ini menunjukkan bahwa tantangan tata kelola di Kereng
Bangkirai bukan disebabkan oleh satu kegagalan tunggal, melainkan oleh konvergensi antara
keterbatasan sumber daya, gesekan antar institusi, dan ketidakselarasan harapan. Mengatasi
disfungsi yang saling terkait ini tidak hanya membutuhkan dukungan anggaran yang lebih memadai,
tetapi juga mekanisme dialog yang terstruktur antara Dinas Pariwisata, Pokdarwis, dan masyarakat
sekitar sehingga membentuk fondasi kolaboratif yang diperlukan bagi pengelolaan pariwisata yang

berkelanjutan.
CONCLUSIONS

Dinas Pariwisata Kota Palangka Raya telah menjalankan peran sebagai regulator, fasilitator,
dinamisator, dan motivator dalam pengelolaan kebersihan lingkungan di Kampung Wisata Kereng
Bangkirai, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif akibat tiga permasalahan yang
terjadi secara bersamaan, yaitu Ketegangan Peran karena keterbatasan anggaran, Konflik Peran
dengan Pokdarwis yang belum terselesaikan, serta Kesenjangan Harapan Peran antara dinas dan
masyarakat. Kondisi ini tercermin dari kontras yang mencolok antara bagian dalam kawasan wisata
yang relatif tertata dengan area pintu masuk yang masih tampak kumuh dan terabaikan, serta
diperparah oleh pencemaran air akibat limbah perkotaan yang memasuki kawasan. Oleh karena

itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang mencakup perhatian serius terhadap area pintu
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masuk sebagai kesan pertama pengunjung, penanganan pencemaran air secara lintas instansi
mengingat permasalahan ini tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, serta pelaksanaan
program penguatan masyarakat secara berkelanjutan guna meningkatkan partisipasi dan rasa
kepemilikan warga terhadap kawasan wisata. Dengan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah,
Pokdarwis, dan masyarakat, pengelolaan kebersihan Kampung Wisata Kereng Bangkirai dapat

diarahkan menuju pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing.
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